BUPATI BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR & TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARITO TIMUR,

—  Menimbang : bahwa sesuai berdasarkan Instruksi Menteri Dalam
Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi
Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir
Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru perlu
menetapkan Peraturan Bupati Barito Timur tentang
Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito
Timur Tahun 2024-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang
Pembentukan  Kabupaten  Katingan, Kabupaten
Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau,
Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau,
. Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di
N Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara
o Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);




10.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 67357);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);
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11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022
tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa
Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan
Daerah Otonom Baru;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 16
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2008-
2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur
Tahun 2008 Nomor 16);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3
Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Berita
Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2020 Nomor
59, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito
Timur Nomor 50);

MEMUTUSKAN :
Menetapkan . PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2024-
2026.
BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Barito Timur.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat
Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah Kabupaten Barito Timur.

3. Bupati adalah Bupati Barito Timur.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito
Timur dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Barito
Timur.




5. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian

Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat
dengan BAPPLITBANGDA adalah Perangkat Daerah
vang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan
penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan
rencana pembangunan daerah.

Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya
disingkat RPD adalah Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Timur untuk
periode 3 (tiga) tahun.

Pasal 2

RPD Tahun 2024-2026 disusun dengan maksud sebagai
berikut :

a.

sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen
perencanaan tahunan perangkat daerah dan menjadi
kerangka dasar dalam upaya meningkatkan kualitas
perencanaan.

b. menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan
evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
perlu disampaikan kepada pemerintah.

Pasal 3
Tujuan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah

Kabupaten Barito Timur Tahun 2024-2026 adalah :

a.

(1)

sebagai acuan bagi seluruh Perangkat Daerah di
Kabupaten Barito Timur dalam menyusun program dan
kegiatan yang  dianggarkan  melalui = Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
sebagai dasar bagi Perangkat Daerah untuk
memfinalkan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum
APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
Tahun 2024-2026 serta Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara yang selanjutnya akan dijabarkan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Tahun 2024-2026;

Pasal 4

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito
Timur Tahun 2024-2026 merupakan Penjabaran dari
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
dengan mengacu pada Rencana Pembangunan
Jangka  Menengah  Nasional dan  Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Kahmantan Tengah O R—




(3)

(1)

Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman dalam
penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

BAB 1II
SISTEMATIKA

Pasal 5

Rencana Pembangunan Daerah merupakan Dokumen
Perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 3 (tiga)
tahun, yang disusun Tahun 2024-2026.

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito
Timur Tahun 2024-2026, sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disusun dengan sistematika penulisan sebagai
berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN UMUM

BABIII : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

BABIV : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

BAB V : TUJUAN DAN SASARAN

BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN
PROGRAM PRIORITAS

BAB VII : KERANGKA PENDANAAN
PEMBANGUNAN DAN PROGRAM
PERANGKAT DAERAH

BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH

BAB IX : PENUTUP

Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6
Bupati maupun Penjabat Bupati melakukan

pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah.




(2)

(3)

(2)

Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi :

a. Pengendalian terhadap Perumusan Kebijakan
Rencana Pembangunan Daerah;

b. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, dan

c. Evaluasi terhadap hasil Rencana Pembangunan
Daerah.

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang

melaksanakan fungsi dibidang Perencanaan

Pembangunan Daerah.

Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana pada

ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PERUBAHAN RPD

Pasal 7

Perubahan RPD Tahun 2024-2026 dapat dilakukan

apabila :

a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan
ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dan
kondisi eksisting.

b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan
adanya kesenjangan yang signifikan antara target
dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun
berjalan; dan

c. Terjadi perubahan yang mendasar mencakup
antara lain terjadinya bencana alam, goncangan
politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya,
gangguan keamanan, pemekaran daerah atau
perubahan kebijakan nasional.

Dalam rangka efektifitas perubahan RPD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a dan tidak dapat

dilakukan apabila sisa masa berlaku kurang dari 1

tahun.

Perubahan RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan menjadi

Pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat

Daerah.




BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito
Timur.

Ditetapkan di Barito Timur
pada tanggal 30 Macel 2023

BUPATI BARITO TIMUR,

el
AMPERA A.Y. MEBAS

Diundangkan di Tamiang Layang
pada tanggal 20 Movce 2023

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BARITO TIMUR,

P
PAN. MOETAR




